GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
KALIMANTAN TIMUR

e KEPUTUSAN GUEERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT i KALTMANTAN TIMUR
ROMOR 31 TAHUN 1995
TENTANG
PEDOMAN  PENERTIBAN  SURAT KETERANGAR  PENGUAGAAN DAN
PEMILIKAN BANGUNAN/TARAMAN DIATAS TANAH NEGARA
(UBEENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMARTAN TIHUR,
ﬂenimbang - a. bahwa di Kalimantan Timur banyak dijumpai penguasaan atas

tanah Negara yang dilakukan oleh perorangan/Badan Hukum tanpa
mengindahkan ketentuan yang beriaku dibidang pertanahan dengan
cara meniliki, menguasai dan mengeunakan suatu bidang tanah
tertentu tanra dilandasai halk yang sah atau ijin dari pejabat
vang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Perazuran Menteri
Dalam Negeri Homor 6 Tahun 1872 ;

b. bahwa kondisi tersebui dapat menimbulkan kerawanan sosial
sebagal akilbat banyaknya sengketa-sengketa tanah yang terjadi
karena adanya surat-surat  Eeteratigzan dan - surat-surat
pernyataan tersebut diatas, tidak dibuatkan register tanah
oleh Luwran/fepala Desa ;

¢. bahwa dalaw rangka penjamin tertibnya administrasi pertanahan
dimaksud, dipandang periu senetapkan Pedoman — Pelaksanaan
Penertiban - Surat  Keterzngan  Fenguasasn  c¢an Pemilikan
Bangunan,Tanemen - Matas Taneh Negara dengen menetapkannya
dalam suatu EKeputusan Gubernur EKepala Daerah Tingkat 1.
Ralimantan Timur.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956
Undang-Undang RI Nomor & Tahun 1960
Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960
Undanig-Undang RI Nomor 5 Tahun 1674
Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Talwm 1Q53
Peraturan Pemerintah Nomor & Talwn 1988
Eeputusan Fresiden RI Nomor 55 Talhwm 1 G3.
Keputusan Presiden Ri Nomor 183,/M Tahun 1863 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
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Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
TENTANG FPEDOMAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN PERGUASAAN  DAN
DEMILIKAN EARGURAN/TARAMAN DIATAS TANAH NEGARA

Pasal 1

Yang dimeksud dJdengan Surat Ketérangan Penguasaan dan Pemilikan
Bangman, Tanaman Diatas Tanah Negara adalah surat-surat keterangan
vang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang menyatakan seseorang/
Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara-dan memiliki bangunan/
tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk  mengsunakan
sendirl atau wuntuk keperluan pembangnan laimnya wang bentuknya
sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini.
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Paazal

Penertiban terhadap surat-surat kKeterangan sebagaimana dimaksud

dal

b.

¢}
.

d.

g.

(1)

(13

am pasal 1 Keputusan ini bertujuan untuk

Mengadakan inventarisasi atas tanah-tanah, pemilik dan luas
tanah yang terdapat d4i Desa/Kelurahan, yang dikuasai/dipelihara
atau digunakan oleh seseorang dan masih berstatus sebagai Tanah
Negara ;

Hencegah dan mengurangi terjadinva sengketa tanah sebagai salah
3atu sumber kerawanan sosial dengan mengetahui aejak  dini,
sehingga penyelesaian sengheta/masalaly tanah lebih mudah
renvelesaiannya karena tidak terlalu kompleks ;

Hembantu FPemerintah Iaerah dan Instansi  Pemerintal lainnya
dalam smembuat perencanaan, peruntulkan dan pengsunaan tanah di
Desa/Relurahan ferssbut wuntul keperluan pesbangunan

Galah =3atu upaya untuk mpemscahkan masalah  tanah  terlantar
{(lahan tidur) di Iesa/Kelurahan tersebut, sehingga  tanah
terlantar terachut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan;

Mengurangi /mencegah  spelulaszi  tanah dengan maksud mengambil
Eeuntungan untuk keperiuvan pribadi g

Mengurangi /mencegal terjadinva penerbitan sertifikat ganda :

Gebagai  data/behian masuban bagi Pemsrintaly Daerah dalam
menetapkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PEB) dalam rangka
reningkatan Pendapatan Asli Iaerad.

Pamal 3

Semua  bidans tanah vang terletak dalam suatu  DesasXelurahan
vang masih beratatus sshagail Tanal Regara, harus didaftarkan
dalam Register Tanal di Desa/Kelurahen dimana tanah  tersebut
terletak

Sebagai bhukti bahwa Tanah Besgera dimadaud  telakh  didaftarkan
dalam Bubu Regizter Tanah di Deza/Keluraban, kepada pihak yang
menguasainya akan diberikan Surat Keterangsan Pensuasaan dan
Pemilikan BangunansTanaman dJdi atasa Tanah Negara, vang
dikeluarkan oleb  Luarah/Fepala IDesa, setelaly  diladndkan
renelitian di lapenigan oleh Aparat Kantor Iesa/Xelurahan ;

Surat kEeterangan sechagaimana tersesbut pada pasal 1 keputusan
ini, ditanda tangani olsh pihal yang menguasai tanah  tersebut
dihadapan Lurah/Xepala Iesa  dan  saksi-zaksi, dimana
Lurah/Kepala Dhesa beserta salkzi-sakaei it serta mpenanda
tangani Lurat Eeterangan teraebut.

Pazal 4

Cubwek hubum  yvang menguasai Tanah Resara melaporkan bidang
tanah wyang dikuasainya kepada Ketuwa RT  setespat dengan
melampirkan foto copy surat-surat bukti perolshan tanah dan
surat-surat lain yang ada hubungannya dengan tanah tersebut,
kemudian Ketua RT wmembuatkan SBurat Pengantar  Kepada
Lurah/Xepala Iesa
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Bagi subyek hukum yang menguasai Tanah Negara dan tidak
memiliki surat-surat bukti perolehan tanah tersebut, maka hal
terasebut disebutkan dalam Surat Pengantar Ketua RT.

Pasal b

Lurah/Kepala Desa setelah menerima Surat Pengantar dari Ketua
RT memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk  untuk
melaksanakan penelitian ataz tanah tersebut  sebagaimana
mestinya ;

Semua biaya  akomodasi pada waktu dilaksanakan penelitian
lapangan merupakan tanggung Jjawab sepenuhnya dari subyek hukum
yvang menguasai Tanah Negara tersebut.

Pasal &

Pegawai vang ditfanjuk oleh Lurah/Kepala Desa untuk
melaksanakan penelitian lapangan atas petunjuk dari subyek
hudowm  yvang menguasai Tanah Negara tersebut disaksikan oleh
remilik tanah yang berbatasan ;

Hasil penelitian dibuat dalam bentuk Gambar Kasar/Sket tanah
yang ditanda tangani rpetugas yang melaMukan penelitian
tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa.

Pazal 7

Dalam hal terdapat keberatan dari pihak lain terhadap Gambar
Kasar/Sket tanah baik mengenal status penguasaan maupun batas-
batasnya, maka Lurah/Xepala Desa mengundang pihak-pihak yang
bersengketa wuntuk mengadakan musyawarah mufakat  dengan
mengikut sertakan Instansi Terkait ;

Bila musyawarah tersebut tidak mencapai  kata  sepakat,
masalahnya diajukan kepada Camat dan EKantor  Pertanahan
setempat. Dan bila ternvata masalahnya masih belum dapat
diselesaikan maka kepada pihalk-pihak vang  bersengketa
dipersilahkan untull menyelesaikan melalui Lembaga Peradilan.

Tanah-tanah yang masih dalam sengketa tidalk dapat diberikan
Surat Keterangan dan Pernyataan oleh Lurah/Kepala Desa sampai
sengletanya selesal.

Pasal &

Bidang tanahh yang =zetelah dilakukan penelitian lapangan
sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 sampai dengan 7 dan
ternvata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan
dalam Register Tanah di Iesa/Kelurahan dan kepada subyek hukum
vang mensguasal tanah tersebut diberikan bSurat Keterangan
Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara;

Pepberian Surat Keterangan dimaksud bukan merupakan Jjaminan
untds dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Romor 6 Tahun
1972, npammn hanya dimaksudkan sebagai tanda telah terdaftar
pada Register Tanah Desa/Kelurahan, jadi tidall berlaku sebagai
bukkti hak atas tanah.
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Pasal 9

(1) Surat Keterangan terscebut diatas, dibuat dalam formulir vyang
ditentukan, diatas meterai sesual dengan Eetentuan yang
verlaku ;

(2) Asli Surat Heteransgan tersebut dipesang oleh pemohon/penghadap
sedang wnbul: le,ﬁ:sav‘ Tedua, netiga dan ksempat  se=bagei  arsip
ranter  Lurah/Xepala Desa, Recamatan dan RY ditempat letek
tanah.

Pasal 10

Selain dari Karena sengleta %ebag“ imana ter'sebut pesal o keputusan

ini, terhadap rpenguasaan Tanah Hegara terssbut  {idak leh

didaftackan apabila

2. Tanah  dimakaud termasull verada dalam kawasan lindung
gehagaimana  tersebut dalam Heputusan Presiden Romor 32 Tahun

199G

mﬁ":“m\..a sehagainana dimaksud  dalam Undaneg-
-

__-"l-.LE.‘O‘—E :

b. Melshihi bat

as
Undang Romor 56/F

¢. Terkena sempadan jalan ;

agsual Feratigean Peserintah Nowor 224

ad. Ter‘kena tanah
Talnn 1280 ;

e

. Berada dalam/diatas tanah Instansi Pemerintah ;

<7

vang Ltermasuk kepentingan umum  sebagai
madsud Keputusan Presiden Nowor 55 Tabun 19973

g. Estentuan-ketentuan Pepsrintah lainnva yvang akan  ditetapkan

(1) burat FKEetsrangan Penguaszaan dan Pemilikan Banmuan/Tanaman
diatas Tanzli Hegara yang diterbitkan berdasarkan Xeputusan
Gubermie  Xepala Deerah Tingkat 1 Kalimantan Timar ini, bukan
merupakan tanda boliti hal atas tanah.

{2y Suras nete—tezg: 3 schagainana dimalsud pada ayat (1) pasal  ind
beplaku dalam jangia walktu 2 {tiga) tadum.

{3 Barat dizalzand pada arat (1) pasal ini
asbagal rermohonan hak atas  tanah
sasuai LAk
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terbithammya Surat eterangan  sebagsimana  dimaksud
i

i
wada awvat (1) rasal mekz Burat-Surat Xeterangan vang  ada
ashalummya dinratakan Terlaim lagi.
D P §
i Yol N
Dengan dltetap '—“m"a Reputusan ini, maka Keputusan Guobernur Kepala
Naeprah T Dka I Kalimeantan Timur Homor 97 4 Talhun 1994 alnyata}:an

tidak ber]



Pazal 13
Keputuzan ini berlaku pada tangsal ditetapkan dengan ketentuan

bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada; tianggal 21 lesember 1995

GUBERNUR KEPALA TAERAH TINGKAT 1 KALTMANTAN TIMUR,

M. BLOARDANS, S.H.

Salinsa keyotousan ind disampaikan kepads :

1. Henteri Dalsm Megeri di Jakacta

2. Ketwy DPRD Peropdasi Daerab Tingkst [ Calilwsntan Timoe di Samaciads

3. ILanspektor Wilaxysh Propinei Kalimaotzn Tiwor di Samacinda ;

4. Para Pewbaata Gobermxr se Ealimantzo Timoe ;

5. Kakarmil Badan Pertanaban Nasioonsl Propinei $alimsatsn Timor di Sswsrinds
6. Para Bopati/Walikotawadya Kepulas Dacreah Tiogkat I se Ealiwmantan Timor 3
7. Kepala Kantor Pertanaban CGabopeten/Eotamsiva Dati I se Ealiwsatsn Timor
3. Para Pembarto Bopati Kepala Desrah Tingkast II se Kslimantaa Timar

9. Para Camat se Kzxlimantan Timar ;

10, Pars Dorob/Esywia Desa se Kalimaaban Timor ;

11. Yang berszaghotan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 KALIMANTAN TIMUR
ROMOR 31 TAHUR 1995 TENTANG PEDUMAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN
PENGUAGAAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAHMAN DIATAS TANAH NEGARA

CONTOH - SURAT KETERANGAN FPENGUASAAR DAN PEMILIKAR
EARGUNAN/TANAHAN DI ATAS TARAH NEGARA
Nomor -
Pada hari ini .. ... ... ........ tamgeal .. ... .. telah menghadayp
dihadapan 8a¥a& - - i eea Lurah/Fepala Desa. oo ..o ceeei e

dengan dihadiri oleh saksi-sadisi yang sava kenal atau dikenalkan kepada saya dan

akan disebut di bagian akhir surat keterangan ini. bahwa -

Nama Pemilik :
Umur :
Pekerjaan :

Alamat :

Henerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya telal mensuasai tanah negara
dan pemiliki bangunan/tanaman di atas tanady tersebut zejak tabun ... .. ... ....

vang dibuktikan dengan -

3ebagaimana dilampirkan pada aurat keterangan ini.

Berdasarkan penelitian lapangan vang dilakukan oleh petugas Kantor ¥elurahan /
Desa oo e e dan hazilnya dituanskan dalam Gambar Kasar/Sket
tanah terlampir ternvata kEeadzan, letak, luas ézan batas-batas tanah  dimaksud

adalah sebagai berilut :

a. Keadaan tanah -
b. Luas tanah :
c. Letak tanah :

~-Jdalan -

M2

I+

~De 3 a :
- Kecamatan :
- Dati 11 :
d. EBatas-batas tapah :
-Utara :
-fSelatan :
-Timur :

-Barat :



1. Surat Keteraagsn ini bokan wecoapabkan taeda bokti hak atas tanah.
2. Surat Keterangsn ini berlaka dalsm janghas wakta 3 (tiga) tabom.

3. Sarat Keterangan ini sebagai dasasr untok pengajusn permohonsn babk atas  tanzh
segual dengan kRetentozn yang berlabon.

4. Dengsn diterbitkharogys Sorat Keteraogaa ini, wska sarat-sorst keterangzn  vang
ada  sebelom  diterbitharegs sorat Betecsngan ini, diovatakan  tidsk berlaka
lagi.

Demikian Surat Eeterangan ini diluwat pada hari ini dan tanggal tersebut  di
atas, sehagai kikti bahwa penguazaan Tanah Regara tersebut telah terdaftar dalam
Register Tanah Idsa / Kelurahan dan setelah dibacakan kepada penghadap dan
saksi-saksi, maka segera ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan  saya
Lurah/Kepala Iesa.

Cakai- 33 -

1. :

2. :

3. :

4. :

5. Ketua RT :
Penmilik, IMRAH/KEPALA DESA

{Bardazarkan Sunmpalr Jabatan)

{ i { )

Samaritls, 21 Desember 15935

GUBERKUR KEPALA [AERAH TINGKAT I KALIMANTAH TIMIR,

B i faeiasat

. H. M. ARDANS, S.H.




